
TIMELINE PERENCANAAN

DAK DAN PENYUSUNAN
RKPD 2025



TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Peningkatan dan Pemerataan

Kesempatan Kerja

Peningkatan dan Pemerataan

Lapangan Berusaha
Peningkatan dan Pemerataan 

Akses dan Kualitas 
Pelayanan Publik

Peningkatan dan Pemerataan

Pendapatan Masyarakat
Peningkatan dan Pemerataan

Daya Saing Daerah

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Daerah melaksanakan pembangunan untuk:

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional

Pembangunan Daerah :



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Republik Indonesia

PEDOMAN PEMDA DALAM 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Permendagri 90 Tahun 2019 dan 
pemutakhirannya

Mengatur terkait klasifikasi, kodefikasi dan 
nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan yang digunakan dalam Dokrenda

Peraturan lain sesuai dengan
masing-masing urusan

Contoh: SPM, SDG’s, NSPK, dst…

Kondisi dan Potensi Daerah serta Aspirasi Masyarakat

Melihat kondisi permasalahan dan potensi pembangunan daerah, aspirasi 
masyarakat melalui Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD dalam 

menentukan prioritas pembangunan di daerah

UU 23 Tahun 2014

Mengatur pemerintahan daerah

Permendagri 86 Tahun 2017

Mengatur terkait tahapan dan tatacara penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan daerah

Permendagri 70 Tahun 2019

Mengatur terkait Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah yang digunakan 

untuk Menyusun dokrenda



DEFINISI DAK

UU 1/2022 HKPD

PP 12/2019 
KEUANGAN 
DAERAH



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

UU Nomor 23 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 29

▪ Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk  periode 1 (satu) 
tahun.

Permendagri 86/2017 Pasal 1 ayat 9 dan 10

▪ Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun 
yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada 
RKP.

▪ Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan 
kegiatan  pembangunan,  baik  yang  dilaksanakan  langsung  oleh 
Pemerintah Daerah  maupun yang ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat.



BISNIS PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH DALAM SIPD

7

Pembahasan Awal Prioritas 
Nasional Sesuai 

Kewenangan Daerah Yang 
berisi rencana Sub Kegiatan 
dan Data yg akan Dibiayai 

DAK Indikatif
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2023

ALUR PERENCANAAN DAK 2025

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT - DES

Penyusunanarah kebijakan DAK 2024

•  Pembahasan MM 
Tematik, Dak Fisik 
dan Non Fisik

•  Sosialisasi DAK 
kepada K/L dan 
daerah

Pengusulan 
DAK Fisik 
oleh daerah

• Verifikasi 
usulan 
daerah

• Penilaian 
awal

Sinkronisasi 
dan 

harmonisasi
dgn DPR

Pembahasan Penyusunan
Rencana 

Kegiatan (RK)

ALUR PENYUSUNAN RKPD 2025

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT - DES
2023

Rakortek Rancangan Musrembang Ranhir Penetapan 
RKPD

Penetapan
APBD

Catatan:

➢ Berdasarkan timeline diatas, penetapan RKPD 2025 belum mengakomodir kegiatan DAK 2025 dikarenakan usulan DAK masih dalam 

proses perencanaan DAK, sehingga kegiatan usulan DAK dimaksud akan diakomodir dalam RKPD Perubahan.

➢ Hal ini disebabkan perbedaan timeline antara perencanaan pembangunan pada tingkat pusat dan daerah.

9

TIMELINE PERENCANAAN DAK DAN PENYUSUNAN RKPD

2024

2024

Penyusunan arah kebijakan DAK 2025



APBD 2026
APBD 

PERUBAHAN 
TA 2025

Juni 
2025

RINCIAN 
ALOKASITKDD 

TA 2024

Oktober

2024
Desember

2024

TAHAPANPERUBAHAN RKPD:
1. Penyusunan Rancangan 

Perubahan RKPD
2. Perumusan Rancangan Akhir

RKPD
3. Penetapan

Minggu 
ketiga Juli 

2025

Minggu 
ketiga 
Agustus 
2025

ALUR WAKTU PENYUSUNAN RKPD-P DAN RENJA PD-P 
SERTA INTEGRASI PAGU DEFINITIF DAK DALAM RKPD-P

1

1. PENETAPAN PENETAPAN PENETAPAN
RKPD 2026 PERUBAHAN PERUBAHAN

2. PERUBAHAN RKPD 2025 Renja PD 2025
RKPD 2025

DAERAH: TAPD
PENYUSUNAN RKPD PERUBAHAN

DAERAH: BAPPEDA DAN PD

PENGANGGARAN

Penyusunan 
Rencana 

Kegiatan (RK)

November

2024

• TM Penilaian
Usulan DAK 
Fisik

• Pembahasan
dengan DPR

September

2024
Agustus

2024

Sinkronisasi
Online 
Usulan DAK 
Fisik

Juli

2024

Verifikasi
Usulan DAK 
Fisik

Juni

2024

Pengusulan 
DAK Fisik

DAK Definitif 
Ditampung Didalam 
RKPD Perubahan

2025

PERENCANAAN DAK 2025



INTERNALISASI DAK DALAM DOKRENDA:
RKPD-P DAN RENJA PD-P

Berdasarkan Pasal 343 dan Pasal 356 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka:

1. Daerah harus melakukan perubahan RKPD dikarenakan terdapat
perubahan kebijakan nasional

2. Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan Renja PD

3. Perubahan meliputi:

a. Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah

b. Perubahan target sasaran pembangunan Daerah

c. Perubahan prioritas pembangunan Daerah

d. Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan sub
kegiatan perangkat daerah

e. Perubahan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah

4. Perubahan RKPD menjadi dasar: 1) perubahan Renja PD 2) pedoman 
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan PPAS

5. Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan PPAS 
disampaikan kepada DPRD menjadi landasan penyusunan rancangan 
perubahan APBD

RKPD
Perubahan

Renja PD 
Perubahan

KU P-ABPD dan 
P-PPAS

Perubahan 
APBD

Perubahan
Renstra PD

Perubahan RKA
PD

Perubahan DPA 
SKPD



Urusan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Kinerja

Indikator

Satuan

Kegiatan

Rincian

Kinerja

Indikator

Satuan

Sub Urusan

Kewenangan

KORIDOR

Aktifitas/Layanan

DOKRENDAMENU DAK

INTERNALISASI DAK KE DALAM RKPD BERDASARKAN PEMETAAN DAK
DENGAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Program
Immediate 
Outcome

Output 1

Output 2

KINERJA

Penyusunan dokrenda sesuai 
Kewenangan daerah

Rincian menu DAK Dipetakan

Permendagri 90/2019 Dan PemutakhirannyaUU 23/2014
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REKOMENDASI PENGUATAN PERAN DAK 

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Integrasi Penggunaan Nomenklatur Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019) dalam proses penyusunan DAK di tingkat 
pusat mulai dari pengusulan DAK

Dengan adanya integrasi (penyamaan 
referensi) dimaksud, maka akan terwujud 
sinkronisasi struktur data antara dokumen 

perencananaan pembangunan daerah (mulai 
dari urusan, program, kegiatan dan sub 
kegiatan) dengan menu DAK (program, 

kegiatan, rincian)



REKOMENDASI PENGUATAN PERAN DAK 
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pemanfaatan Rakortekrenbang sebagai momentum sinkronisasi DAK dengan 
Perencanaan Pembanguna Daerah



Prioritas Pembangunan 2025 Dalam Rakortekrenbang
SIPD sesuai kewenangan Daerah (februari 2024)



PENGUSULAN DAK

PENYUSUNAN RKPD

INTERNALISASI DAK 
KE DALAM RKPD

1. Pusat menyiapkan longlist Sub Kegiatan yang berpeluang menjadi DAK sebelum Rakortek, melalui menu Krisna DAK
2. Daftar Sub Kegiatan yang menjadi kewenangan daerah bersumber dari SIPD Kemendagri dihubungkan melalui API ke

Krisna DAK Bappenas
3. Daerah memasukan longlist tersebut pada saat Ranwal RKPD melalui mekanisme Rakortek
4. Daerah menetapkan longlist menjadi RKPD kemudian menjadi acuan penyusunan APBD
5. DAK ditetapkan, menjadi shortlist Sub Kegiatan
6. Daerah melaksanakan sesuai daftar shortlist Sub Kegiatan tanpa harus melakukan perubahan RKPD
7. Perubahan RKPD dilakukan hanya untuk menghapus daftar Sub Kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan
8. DAK dapat dimulai sejak awal tahun

FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT
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